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Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan setelah pemilihan DPR, DPD, DPRD semenjak dikeluarkanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 maka pemilihan umum dilakukan sekali dalam lima tahun hal itu menimbulkan persoalan berkaitan perlu tidaknya pemberlakuan presidential threshold.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pemilu serentak dan  dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemililhan umum serentak masih diperlukan Presidential threshold adapun metodologi yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus dengan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
Hasil penelitian menunjukan  bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 sudah sesuai dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran tekstual pada pasal 6A dan 22E UUD NRI 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Tidak dapat menetapkan presidential threshold karena pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan di hari yang sama sehingga tidak dapat menetapan presidential threshold sebelum pemilihan umum dilaksanakan. 




The elections of President and Vice President are the elections to choose the President and Vice President who conducted after the election of representatives, DPD, since release rule of the Constitutional Court 14/PUU Number-XI2013, so the electtion are conducted once every five years it raises related to whether the enactment of presidential threshold.
The purpose of the research is to know how the suitability of simultaneous elections and to know whether the Constitutional Court's ruling to expel 14PUU-XI2013 Number of concurrent public election still required Presidential threshold, as for we used is a kind of normative research using an approach legislation, concept approach and approach the case by examining the ruling of the Constitutional Court Number 14PUU-XI2013.
The research results showed that the ruling of the Constitutional Court of 14PUU-XI2013 is in compliance with the grammatical interpretation of textual interpretation and in section 6A and 22E NRI 1945 constitution to elect a President and Vice President. Unable to set the presidential election because the threshold for the President and Vice President were held on the same day so it can't be decide the presidential election before the threshold is implemented.











Pemilihan umum yang disingkat (pemilu) adalah proses pemilihan orang - orang untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. dalam pemilihan umum di Indonesia  mempunyai Lembaga Komisi Pemilihan Umum atau disebut (KPU) yang diberikan wewenang oleh Negara sebagai penyelenggara pemilihan umum sesuai isi amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI 1945, pemilihan umum bagi suatu negara demokratis sangatlah penting karena sebagai penyalur kehendak rakyat, oleh karena itu melalui pemilihan umum rakyat bisa memilih secara langsung.
Penyelenggaraan pemilu yang menjadi tanggung jawab pemerintah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam jabatan politik yang melekat kepada seseorang tidak serta merta didapatkan secara turun temurun maupun penunjukan seperti halnya penunjukan seorang raja, dalam negara republik seperti yang ada di Indonesia. mekanisme pemilihan wakil rakyat dan/ pemimpin rakyat sepenuhnya hak masyarakat yang akan dipimpin. Mekanisme tersebut adalah pemilu yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi yang disebutkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 22E ayat (1)“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.
Negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi Konstitusional, serta UUD NRI 1945 mempunyai ciri yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak secara sewenang-wenang yang diharapkan akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. ​[1]​
Salah satu negara yang demokratis, maka penyelanggaraan pemilu adalah sebuah keniscahyaan yang dilakukan oleh negara Indonesia, masyarakat mempergunakan haknya untuk memilih wakil rakyat maupun calon Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan akan bermanfaat menyalurkan aspirasi rakyat serta menjalankan roda pemerintahan dengan tujuan mensejahterakan rakyat .
Sebagaimana dikutip dalam banyak teori bahwa pemerintahan yang demokratis, transparan, kredibilitas, dan akuntabel pada yang hakikatnya bersumber dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan hal yang berlangsung secara 5 tahun sekali untuk menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden. dalam penyelenggaraan pemilu yang terjadi apabila terdapat permasalahan dasar hukum pemilu peserta pemilu yang dirugikan atas keputusan normatif yang berisi dan bersifat mengatur (regeling) dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukumnya.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pasal 24C ayat (1) yang mempunyai 4 (empat) kewenangan dan  1 (satu)  kewajiban diatur dalam UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi tersebut berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1.	Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.	Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.	Memutus pembubaran partai politik, dan
4. 	Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dengan Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan delegasi untuk tata cara pelaksanaanya dari pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 berbunyi:
‘’Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang’’.

Indonesia mengenal asas ‘’Lex Superior Derogat Legi Inferiori’’ yakni peraturan undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam UUD NRI 1945 dalam bab3 tentang kekuasaan pemerintahan negara pasal 6A ayat (2) berbunyi:
‘’Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum’’.

Kedua norma tersebut mengandung pengertian bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan di usulkan sebelum pemilu. Pengertian tentang pemilu terdapat dalam pasal  22E ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi:
‘’Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah’’.

Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Undang-Undang Pilpres maka dengan demikian undang-undang pilpres yang lama sudah tidak diberlaku. Dalam Undang-Undang pilpres yang baru telah mengatur bahwa ambang batas syarat untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi  pasal 9 Undang-Undang pilpres yang berbunyi:
‘’Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden’’.

 Persentase ambang batas tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam penentuan representasi perwakilan pada suatu penyelenggaraan pemilu di era reformasi. Faktanya yang terjadi dalam pemilu pada tahun-tahun belakangan ini pemilu dijadikan 2 (dua) bagian yakni pemilu yang diselenggarakan untuk anggota DPR lalu 3 (tiga) bulan kemudian diselenggarakan pemilu Presiden guna memilih Presiden dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pilpres dengan adanya pembagian pemilu tersebut maka pihak pemohon mengajuan judicial review pada Mahkamah Konstitusi guna mempertimbangkan penghematan biaya yang dikeluarkan oleh Negara.
Ambang batas syarat pencalonan Presiden atau presidential threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat), yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik jika tidak mencapai prosentase tertentu yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Pilpres.
Ambang batas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold mempunyai makna yang hampir serupa dengan Electoral Threshold. pelaksanaan pemilu dalam sistem multi partai ini dimaksudkan untuk menjamin semua partai politik dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan adanya mekanisme electoral threshold. ​[2]​
Hari Kamis tanggal 23 Januari 2013, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan judicial review yang diajukan oleh Effendy Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si atas nama aliansi masyarakat sipil yang meminta agar pemilihan legislatif  mulai dari DPRD, DPD, DPR, dan Pilpres harus dilakukan secara serentak. Sehingga pemilu yang selama ini dilakukan 2 kali pencoblosan disatukan menjadi 1 kali pencoblosan.
Hal ini didasarkan oleh beberapa alasan yang telah dibuktikan oleh pemohon. Sisi efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, berdasarkan riset pendahuluan pemohon, perhitungan pemborosan penyelenggaraan pemilu tidak serentak (berasal dari APBN & APBD, dan juga pajak warga negara) bisa berkisar
antara 20 hingga 26 triliun rupiah dalam hal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibuat terpisah dengan Pemilu Anggota DPR/D dan DPD .​[3]​
Tanggal 23 januari 2014 Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan bahwa pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 12 Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah dinyatakan tidak mempunyai ketetapan hukum secara mengikat  serta menolak pasal 9 Undang-Undang pilpres.
Pokok permasalahanya ialah Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pemilihan umum adalah pemilihan umum serentak dan tidak berpengaruh pada Presidential treshold. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai fenomena tersebut dengan judul
‘’analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 14/puu-xi/2013 berkaitan dengan pemilu serentak dengan penetapan presidential threshold terhadap pemilihan umum presiden dan wakil presiden’’
METODE
Agar mendapatkan kebenaran ilmiah yang diharapkan, maka dalam  penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:
1.	Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni mengkaji Undang-Undang pilpres setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2.	Pendekatan konsep (conseptual approach) yakni mengkaji konsep Pemilu yang diselenggarakan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia setiap lima tahun sekali.
3.	Pendekatan kasus (Case Approach) yakni mengkaji tentang putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
HASIL PENELITIAN
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 diawali dengan adanya gugatan oleh Effendy Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si atas nama aliansi masyarakat sipil yang meminta agar pemilihan Legislatif  mulai dari DPRD, DPD, DPR, dan Pilpres harus dilakukan secara serentak. Sehingga pemilu yang selama ini dilakukan 2 kali pencoblosan disatukan menjadi 1 kali pencoblosan. Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi telah berhak mengadili apa yang telah dimohonkan untuk menguji Undang-Undang Pilpres dengan UUD NRI 1945 sebagai berikut:

1.	Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Pilpres terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.
2.	Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
3.	Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD NRI 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 (constitutie is de hoogste wet). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
4.	Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.
Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi mempunyai wewenang dan fungsi sebagai pengadilan yang mengadili pada tingkat awal dan terakhir serta bersifat final dan tetap dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  14/PUU-XI/2013 menyatakan putusan sebagai berikut:
1.	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

1.1.	Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Pilpres (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan UUD NRI 1945.
1.2.	Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Pilpres (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2.	Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.
3.	Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4.	Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pembahasan Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang  meyatakan pemilu serentak dengan UUD NRI 1945
Pemilu telah diselenggarakan oleh pemerintah yang diwakili Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik sebagai pesertanya, pengertian politik dan pemerintahan dalam ilmu pengetahuan hukum tata negara tidak mempunyai arti yang sama sebutannya (een-duidig). Juga bukan pengertian menurut ilmu pengetahuan hukum yang khas (spesifik). Namun demikian kita akan berhenti sejenak dalam pengertian yang lebih umum ini karena itu dapat berguna sebagi penentu analisi lebih jauh dari pengertian pemilu. Dataran pertama, dimana diputuskan arah mana akan diberikan kepada kehidupan negara, apakah itu dari politik, dari pimpinan negara, dari kebijakan pembuatan undang-undang dan Kebijakan pemerintah. dataran kedua adalah pelaksanaan yang diputuskan dalam dataran pertama.​[4]​
Pembahasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemililhan umum serentak masih diperlukan Presidential threshold
	Partai politik merupakan cermin kebebasn berserikat dan berkumpul sebagai wujud adanya kemerdekaan berfikir serta kebebasan berekspresi. Oleh karena itu kebebasan berserikat dalam bentuk partai politik sangat dilindungi melalui konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional.​[5]​ Dengan demikian hakikat HAM dapat dinyatakan sebagai hak yang dimiliki setiap orang untuk menjamin harkat dan martabatnya sebagai manusia dan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan pemberian negara atau pihak lain, tidak dapat dipindahkan dan dihapus dengan alasan apapun dan kewajiban semua pihak terutama negara untuk melindungi dan menegakkan HAM.​[6]​ Pembatasan tersebut harus ditafsirkan secara ketat bahwa pembatasan harus diatur dalam aturan hukum, harus demokratis, dan harus benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berkaitan dengan permasalahan apa yang disampaikan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:
kesimpulan
1.	Putusan Mahkamah Konstisusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan umum serentak sudah tepat karena sudah sesuai dengan pasal 6A dan pasal 22E UUD NRI 1945 yang diselenggarakan dalam 5 tahun hanya sekali dengan alasan penafsiran gramatikal dan penafsiran tekstual.
2.	Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pemilihanumum yang dilakukan secara serentak maka ambang batas syarat mencalonkan Presiden atau presidential treshold tidak diperlukan karena pemilihan umum DPR, DPRD, DPD telah dilakukan secara bersama dengan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Jadi pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menggunakan prosentase dari pemilu DPR, DPRD, DPD.
2. Saran
Dari analisis sebagaimana diuraikan di atas, masukan dikemukakan saran sebagai berikut:
1.	Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar melakukan pemilihan umum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan umum yang dilakukan secara serentak yakni untuk memilih DPR, memilih DPRD, memilih DPD,serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.
2.	Institusi legislatif dalam pembuat Undang-Undang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menetapkan syarat presidential threshold apabila yang dimaksud pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dihari yang sama juga memilih anggota DPR, DPRD, DPD.
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